Soal PPN 12 Persen, PDIP: UU
Inisiatif Jokowl, 8 Fraksi
Setuju
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ORINEWS.id — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus anggota
Banggar DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Dolfie
Othniel Frederic Palit, menjawab tudingan politikus Gerindra

tentang protes kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Dolfie bahkan menegaskan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP) disetujui oe 8 fraksi di parlemen dalam
paripurna 7 Oktober 2021 lalu.

Adapun, kedelapan fraksi tersebut adalah Fraksi PDIP, Fraksi
Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi
Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyetujui UU HPP. Dia
menyebut hanya Fraksi PKS tidak menyetujui itu.

“Seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul
inisiatif pemerintah atas RUU HPP. Selanjutnya RUU HPP dibahas
bersama antara Pemerintah dan DPR RI [Komisi XI]. Disahkan
dalam Paripurna tanggal 7 Oktober 2021,” ujarnya saat
dihubungi Bisnis, pada Minggu (22/12/2024).

Adapun dalam amanat UU HPP, lanjut Ketua Panitia Kerja (Panja)
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RUU HPP pada kala itu, bahwa tarif PPN mulai 2025 adalah 12%,
yang sebelumnya adalah 11%.

Dia menjelaskan, dalam UU itu, pemerintah dapat mengusulkan
perubahan tarif dalam rentang 5% hingga 15% dan bisa
menurunkan ataupun menaikkan. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3)
UU HPP, tambahnya, pemerintah dapat mengubah tarif PPN sesuai
dengan persetujuan DPR.

“Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kenaikan atau penurunan
tarif PPN sangat bergantung pada kondisi perekonomian
nasional. Oleh karena itu, pemerintah diberi ruang untuk
melakukan penyesuaian tarif PPN [naik atau turun],” jelasnya.

Kendati demikian, Politikus PDIP ini menyebut jika
Pemerintahan Prabowo Subianto tetap menggunakan tarif PPN 12%,
ada enam hal yang perlu menjadi perhatian saat membahas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Kinerja ekonomi nasional yang semakin membaik, pertumbuhan
ekonomi berkualitas, penciptaan lapangan kerja, penghasilan
masyarakat meningkat, pelayanan publik yang semakin baik,
efisiensi dan efektivitas belanja negara,” pungkasnya.

Gerindra sindir PDIP

Sebelumnya, Gerindra menyindir PDI Perjuangan alias PDIP telah
lempar batu sembunyi tangan terkait isu kenaikan tarif PPN
menjadi 12%.

Mereka justru menyebut bahwa partai berlambang banteng
tersebut merupakan inisiatif di balik Undang-undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias HPP.

“PDIP terus mencari simpati rakyat, tetapi mereka lupa bahwa
merekalah yang mengusulkan soal kenaikan PPN 12 persen
itu,”kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bahtra Banong
dilansir dari Antara, Minggu (22/12/2024).
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Bahtra menjelaskan bahwa ketua panitia kerja (panja) mengenai
kenaikan PPN 12 persen pada waktu itu adalah kader PDIP
sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa sikap PDIP saat ini yang
memiliki sentimen negatif terhadap keputusan pemerintah
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming
Raka soal kenaikan PPN merupakan hal yang tidak layak
diperlihatkan kepada publik.

“Mereka minta batalkan, padahal pengusulnya mereka dan bahkan
ketua panja adalah kader mereka. Kenapa sekarang ramai-ramai
mereka tolak?” katanya.[]
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